
WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

Menimbang

Mengingat

PERATT'RAN WALIKOTA KOTAUOBAGU

rYouoR 7 TArrrrrr 2018

TEI{TA.!TG
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INSTALIISI FARUASI KOTATOBAGU

DETGAJ| RAIITAT fl'IIAT YAI|G UAHA EAA

WALIXOTA KOTA.UOBAGU,

a. bahwa untuk membantu pelaksanaan kegiatan Dinas

Kesehatan di bidang pelayanan kefarmasian dan untuk
melaksanakan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan maka perlu dibentuk Unit
Pela-ksana Teknis Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan

Kota lbtamobagu;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana

dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Walikota

Kotamobagu tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis

Instalasi Farmasi Ifu tamobagu;

: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan

Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (I*mbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 6, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
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Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

s6791;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara

Repubtk Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Repuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahnlr: 2Ol7

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas

dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

6. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Kotamobagu, (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun

2016 Nomor 8);

7. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 40 Tahun 2O16

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, (Berita Daerah Kota

Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 4O);

TENTANG

INSTAI-ASI

UEUUTUSKAT

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

PEMBENTUKAN UNIT PEI,AKSANA TEKNIS

FARMASI KOTAMOBAGU.

BAB I
XETTNTUAIT I'TUU

Prrsl I
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

l. Daerah adalah Kota Kotamobagu.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu

3, Wdikota adalah Walikota Kotamobagu.

4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Kotarnobagu.
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6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah

organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

7. T\rgas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis

tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

8. T\rgas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis

tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

9. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas,

tanggungiawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu

satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada

keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta mandiri.

lO. Rumpun jabatan fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian

dan/atau jabatan fungsional keterampilan yang mempunyai fungsi dan tugas

yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas

umum pemerintahan.

BAB N
PEUBEI|TT'XAI{

Perrl 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi

Kelas A pada Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu.

BAB III
SUAITITAI| ORGAI|ISASI

J
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(l) Susunan Organisasi UPTD, terdiri dari:

a. Kepala UPTD;

b. IGpala Sub Bagian Tata Us$a; dart

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi UPID sebagaimana dima&sud pada ayat (1),

tercantum dalam lampiran dan merupakan bagan yang tidak terpisahkan

dari Peraturan lValikota ini. cU



BAB IV
KEDI'DI'IUI|, TI'GAs I'AT TUTGSI

Bagi,an Kesatu
Kedudutaa

Pasat 4
UPTD Instalasi Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala yarrg berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagtaa Kedua
Tugas dan f.ulglf

Paragraf I
Untt Pcletss!8 Tetnle Daerah

Passl 5

(1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegatan telanis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat

pelaksanaan dari organisasi indularya di bidang kefarrnasian yang pada

prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan

perumusan dan penetapan kebijakan daerah.

(2) UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

menyelenggarakan fungsi :

a. menJrusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran di bidang

kefarnasian;

b. melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan kefarmasian;

e. melaksanakan pengelolaan instalasi farmasi;

d. melaksanakan operasionalisasi pelayanan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana instalasi farmasi;

e. melaksanakan pengendalian dan pembinaan kegiatan kefarmasian;

f. melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinlrronisasi dengan instansi

terkait dan/ atau stakeholder.

(3) Berdasarkan sifat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), wilayah kerja

UPTD dapat melampaui batas wilayah administrasi kecamatan dalam

daerahnya dan tidak membawahkan UPTD lainnya, qp
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Pa:al 6
(1) Icpala UPTD mempunyai tugas pokok meLaksanakan sebagian kewenangan

yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas di bidang pengelolaan urusan

kefarmasian sesuai dengan perencanaan dan kebijakan teknis Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

UPTD menyele fungsi :

a. men5rusun rencana keda UPTD berdasarkan rencana strategis;

b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas;

c. mempeLajari, menelaah produk hukum dan petunjuk teknis sesuai bidang

tugas;

d. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang

kefarmasian;

e. mengawasi penyelenggaraan urusan ketatausahaan;

f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan peLaporan untuk pengendalian

pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja;

g. melalrsanakan evaluasi dan analisis hasil kerja guna pengembangan

rencana strategis dan rencana kerja kefarmasian;

h. meLaksanakan penerinraan, penyimpanan, pendistribusian dan penjagaan

mutu obat, sedian farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya;

i. melaksanakan trrngamatan, pengawasan dan pemeriksaan mutu obat,

sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya;

j. melaksanakan pencatatan dan pelaporan mengenai ketersediaan dan

penggunaan obat, sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya;

k. melaksanakan monitoring dan evaluasi, pengolahan data dan pelaporan

ketersediaan dan penggunaan obat, sediaan farmasi dan perbekalan

kesehatan;

l. melaksanakan pemusnaha:r obat, sediaan farmasi dan perbekalan lainnya

yang sudah tidak memenuhi standar sesuai ketentuan yang beraku;

m. melaksanakan penyiapan data untuk penJrusunan perencanaEln kebutuhan

obat;

n. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran

penyel,enggaraan tugas;

o. memeriksa dan menilai kinerja bawahan;

p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan

pertanggungiawaban pelaksanaan tugas; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

kinerja

sebagai
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Kepala IIPDD



Pangraf 3
Kcpala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiaparr

bahan perencErnaan, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga,

perlengkapan, informasi dan dokumentasi, serta evaluasi dan pelaporan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub

Bagian Tata Us$a menyel,enggarakan fungsi :

a. men5rusun rencana kerja berdasarkan rencana strategis;

b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

c. mempelajari, menelaah produk hukum dan petunjuk teknis program

keglatan dinas sesuai dengan bidang tugas;

d. menghimpun, mengolah, menyajikan data dan informasi untuk menyusun

renearra strategis dan rencana kerja UPID;

e. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk pengendalian

pelaksanaarr rencana strategis dan rencana kerja serta p€netapan kinerja

UPTD;

f. menyiapkan bahan evaluasi dan analisis beban kerja Suna pengembangan

rencana strategis dan rencana kerja UPTD;

g. menyiapkan bahan/data penyusunan Laporan hasil pelaksanaan tugas dart

fungsi;

h. menyiapkan bahan penyusunan reneana aoggaran dan kegiatan;

i. menyiapkan bahan pengawasan laporan administrasi keuangan;

j. melaksanakan administrasi pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan

keuangan;

k. mengel,ola urusatl naskah dinas, aset, kepegawaian, pendidikan dan

pelatihan, rumah tangga, dokumentasi dan informasi;

l. melaksanakarr pengada"an dan pemeliharaan sarana prasarana kantor;

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai

pertanggungiawaban pelaksanaan tugas; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain oleh pimpinan.
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Paragrafa
Asisterl Apoteker

Prsal 8

(1) Aslsten Apoteker mempunyai tugas men5rusun, menyiapkan, meracik,

mengemas dan memeriksa sediaan obat.
qq



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten

Apoteker menyelenggarakan fungsi :

a. men5rusun program keda, bahan dan alat perlengkapan pengelolaan

kefarmasian sesuai dengan prosedur berdasarkan rencana strategis;

b. memantau pengelolaan kefarmasian sesuai bidang tugasya, agar dalam

pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

c. menyiapkan, meracik, mengemas, memeriksa sediaan obat, menyerahkan

dan memberikan penjelasan penggunaan obat;

d. menyiapkan penghapusan resep d€rn obat-obat yang telah kadaluarsa;

e. melaksanakan posyandu lansia dan melayani pemberian resep obat;

f. membuat laporan psikotropika, narkotika dan sediaan obat lainnya; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5
Peagelola Kehrmastan

Pasal 9
(1) Pengelola Kefarmasian mempunyai tugas mengelola kefarmasian dengan cara

men5rusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta memeriksa

dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar

pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola

Kefarmasian menyelenggarakan fungsi :

a. men5rusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan pengelolaan

kefarmasian sesuai dengan prosedur dan rencana strategis;

b. memantau pengelolaan kefarmasian sesuai bidang tugasya, agar dalam

pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;

c. mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang

berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

d. mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan/atau instansi lain dalam

rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, agar program dapat terlaksana

secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;

e. mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan

prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program

berikutnya; dan

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
4rr
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Pasal 10

(1) Susunan Organisasi UPTD Instalasi Farmasi Kotamobagu, terdiri dari :

a. Kepala UPTD;

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi UPID Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari PeraturaEr Walikota ini.

BAB TV

XEPEGAWAIAI{ DAJT JABATA,IT

Baglen Pettaaa
Kepegaratan

Pasal 11

(1) Kepala UPTD dan l(epala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan

oleh Walikota.

(2) Kepala UPTD bertanggung jawab dalam hal pereneanaan, pemberdayaan dan

pembinaan kepegawaian.

(3) Ketentuan Lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

(4) Pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baglal Kedua
Jabataa daa Esclonerlag

Pasal f2
(1) Kepala UPTD merupakan pejabat strukh.rral Eselon IVA yang diberikan tugas

memimpin UPTD dalam penyelenggaraan urusan bidang pengelolaan

kefarmasian di wilayah kota kotamobagu.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan pejabat strukhrral Eselon WB yang

diberikan tugas memimpin dan mengelola urusan administrasi umum dan

keuangan dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan kefarmasian di wilayah

kota kotamobagu. ql
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P.sel 13

(1) hlepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

(2) IGpala UPTD meLaksanakan sistem pengendalian internal dalam

penyelenggaraan tugas fungsi UPTD.

(3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap sataun organisasi di bawahnya.

(a) Kepda UPTD bertanggungiawab memimpin dan mengkmrdinasikan bawahan

dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas

bawahan.

(5) Pertangguagiawaban Pejabat Fungsional dikoordinasikan oleh Kepala UPTD.

BAB VI
PEXBIAYAAIT

Pe!.I 14

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kotamobagu dan sumkr lain yang

sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undaJrgan.

BAB VU
I(ETEI| TUA,r PERALIHAJ|

Pe.ral 15

(1). Struf<tur organisasi UPTD Instalasi Farmasi berdasarkan Peraturan Walikota

Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan UPID pada Dinas Kesehatan

Kota Kotamobagu Berita Daerah Tahun 2O1l Nomor 9 yang saat ini ada tetap

melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilakukannya peresmian dan

pengisian strultur organisasi yang baru sesuai dengan Peraturan Walikota

ini.

(2). Setelah dilakukannya peresmian dan pengisian strulfirr organisasi UPTD

Instalasi Farmasi sesuai dengan Peraturan Walikota ini, maka Peraturan

Walikota Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembcntukan UPTD pada Dinas

Kesehatan Kota Kotamobagu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
qu
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BAB VIII
PEITUfl'P

htsl 16

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
Padatanggal ?. flpun4 2018

ft1 Wer,rXml KOTAUOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 2 1a*r, a ilt

h PIt. SEXRETARTS DAERrrr,

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH r
ASISTEN PEMERIMAHAN t/

KEPALA BAGIAN HUKUM httt
,

KEPAI,A BAGIAN
ORGANISASI t,

2018

lt

, S.Soa, u.sl

BERITA DAERAH KO/TA KOTAMOBAGU TAHUN 2018 NOMOR 3

l0



Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

: PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
: j -fANuhPt '),otB
:2- f,lttutQt 0218
: PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA

INSTALASI FARMASI KOTAMOBAGU

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD INSTAI,ASI FARMASI

KOTA KOTAMOBAGU

TATOITG BARA

TEKNIS DAERAH

HEPAI,A UPTD

I(EPAI"A SI'B BAGIAIT
TATA USAIIA

I(EII)UPOK JABATA.IT
FI'ITGSIOITAL

JFU/PELI\XSANA
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